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PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH
I. PENDAHULUAN

Sejak adanya reformasi penataan pemerintahan dari system sentralisasi menuju desentralisasi yang diawali dengan terbitnya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 32 tahun 2004 maka sesungguhnya komsep nilai kebebasan telah menyentuh pada aspek kehidupan manusia yang paling mendasar. Hal ini dibuktikan melalui:

1. Adanya kemitraan yang sejajar antara lembaga eksekutif dan legeslatif di daerah.

2. Determinasinya hierarki pemerintahan yaitu Pemerintahan Daerah Tingkat I menjadi Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan DATI II menjadi Pemerintahan Kabupaten yang juga dibarengi dengan pembagian kewenangan yang jelas.
3. Letak otonomi berada pada Kabupaten bukan Propinsi kecuali propinsi DKI Jakarta.
Dengan dasar pembangunan daerah yang seperti itu, maka hasil pembangunan dapat lebih dirasakan dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Untuk menjalankan pembangunan daerah tersebut, UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara telah juga memberikan otonomi dan pengelolahan keuangan daerah. Otonomi di bidang keuangan daerah ini antara lain adalah:
Melalui transfer pembiayaan dari pusat ke daerah melalui dana perimbangan yang   diatur dalam UU tersendiri yaitu UU No 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 33 Tahun 2004. Dengan demikian, otonomi daerah tidaklah hanya memberikan kewenangan atas pelaksanaan pembangunan tetapi juga dibarengi dengan kewenangan untuk mengelola keuangannya. Dengan kebebasan melalui otonomi tersebut, diharapkan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara merata dan adil. Untuk itu, peran kepala daerah menjadi sangat strategis dan signifikan. Signifikansi peran tersebut harus dibarengi dengan kemampuan kepala daerah sebagai pemimpin sekaligus sebagai manajer dalam pengelolaan daerah. Namun kemampuan tersebut tidak akan berarti apabila kepala daerah tidak memiliki kemauan untuk menciptakan Good Governance di lingkungan

pemerintahannya.

Pengertian Pemerintah Daerah
Pasal 2 ayat 3 UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otoinomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud UUD 1945.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari:

a
Pemerintahan daerah Propinsi yang terdiri atas Pemerintah daerah propinsi dan DPRD propinsi.

b. Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri atas Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.
II. PEMBAHASAN

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Reformasi penataan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi yang dilakukan pada aspek keuangan dilakukan secara bertahap melalui:

1. reformasi perencanaan yaitu bergerak dari anggaran yang tradisional menuju anggaran yang berbasisi kinerja. Penyusunan anggarannya pun dilakukan dengan jadwal yang pasti.

2. Reformasi Pelaksanaan yaitu bergerak menuju single treasury account

3. reformasi pencatatan keuangan yaitu dari sistem pembukuan single entry menuju doubkle entry; dari cash basis menuju accrual basis

4. Reformasi pelaporan yaitu dari hanya perhitungan anggaran menuju pada laporan keuangan yang terdiri dari 4 Jenis Laporan keuangan sebagaimana maksud pasal 31 UU 17 Tahun 2003 yang meliputi laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Prosedur pelaksanaan reformasi tersebut pun mengikuti jadwal yang jelas. Secara jelas UU mengatur bahwa satuan kerja menyelesaikan laporan keuanganya paling lambat 2 bulan setelah TA berakhir untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Tiga bulan setelah TA berakhir, BUD harus telah menyelsaikan pertanggungjawabnan pelaksnaan APBD berupa Laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun BUD tersebut disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK. BPK mendapat alokasi waktu pemeriksaan selama dua bulan. Selanjutnya enam bulan setelah TA berakhir, kepala daerah diwajibkan menyampaikan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
Adanya perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara bertahap sebagaimana rancangan Paket UU keuangan Negara dan derivatifnya sebagai berikut:

a. Batas waktu penyusunan laporan keuangan mulai TA 2006 (Pasal 36 (2) UU 17 Tahun 2003)

b. Batas waktu penyampaian laporan keuangan mulai TA 2006 (Pasal 36 (2) UU 17 Tahun 2003)

c. Keberadaan 4 jenis laporan keuangan mulai TA 2006 (Pasal 36 (2) UU 17 Tahun 2003)

d. Accrual basis selambat-lambatnya pada TA 2008 (Pasal 36 (1) UU 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 (2) UU 1 Tahun 2004)

e. Jabatan Fungsional Bendahara:
1) selambat-lambatnya 14 Januari 2005 (pasal 70 (1) UU 1 Tahun 2004)

2) Mulai TA 2006 (pasal 153 (1) PP 58 Tahun 2005)

f. Satu rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selambat-lambatnya Tahun 2006 (pasal 70 (4) UU 1 Tahun 2004)

g. Laporan Keuangan sesuai dengan SAP mulai TA 2006 (pasal 153 (2) PP 58 Tahun 2005)

h.
Mekanisme penganggaran mulai pelaksanaan APBD TA 2007 (pasal 153 (3) PP 58 Tahun 2005)

i.
Menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai SAP mulai TA 2007 (pasal 153 (4) PP 58 Tahun 2005)

j. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah mulai TA 2009 (pasal 153 (5) PP 58 Tahun 2005)
Pemeriksaan BPK
UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
1. Jenis Pemeriksaan BPK
Secara lebih rinci UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa ada tiga jenis pemeriksaan yang dapat dilalukan oleh BPK. Jenis pemeriksaan tersebut adalah Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

(1)Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keungan pemerintah. Pasal 16 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

(2)Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengaawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Pasal 16 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

(3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan danpemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu iniadalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keungandan pemeriksaan investigasi. Pasal 16 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat

kesimpulan.
Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar tersebut dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Per tanggal 7 Maret 2007, BPK telah menetapkan Peraturan 

BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dengan ditetapkannya SPKN tersebut, maka pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK haruslah mengikuti SPKN. SPKN tersebut merupakan dokumen publik yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4707 sehingga siapa pun dapat mengakses SPKN tersebut.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan atas LKPD
Disadari bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyusun LKPD secara lengkap (setidak-tidaknya 4 jenis laporan keuangan) pada LKPD 2006. Dengan demikian, sebelum pelaksnaan APBD 2006, Pemda belum wajib menyusun LKPD yang lengkap. Hal ini berarti juga bahwa BPK belum pula wajib melakukan pemeriksaan LKPD secara lengkap, apalagi memaksakannya. Dalam rangka pemenuhan kondisi toleransi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sejak tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007, pemeriksaan BPK dilakukan secara bertahap untuk memenuhi pemeriksaan semua LKPD yang ada. Secara berturut-turut cakupan LKPD yang diperiksa dibandingkan total LKPD yang ada dari Tahun 2004 sampai 2007 adalah

60%. 75%, 85% dan 100%. Dengan demikian pemeriksaan atas LKPD TA 2006 yang dilaksanakan pada TA 2007 telah memenuhi ketentuan UU yaitu 100% entitas Pemda atau semua LKPD yang ada. Perwajudannya bukanlah tanpa masalah, karena setiap periode, jumlah pemda terus bertambah dengan adanya pemekaran daerah.
Dengan alasan transisi, pemerintah daerah sebagai entitas yang terperiksa belum dapat menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK secara tepat waktu yaitu paling lambat akhir maret setelah TA berakhir. Faktor utama penyebabnya adalah kompetensi Sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan belum memadai, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) belum berperan secara optimal baik sebagai pengawas dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah maupun dalam mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selain itu, faktor ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan cenderung tidak bertahan lama makin memicu kelabilan penerapan reformasi keuangan daerah. Hal inilah yang menjadi hambatan terbesar dalam pemeriksaan BPK selama hampir sewindu otonomi daerah.
3. Hasil Pemeriksaan LKPD
Pasal 16 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan atas LKPD memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada criteria:

a) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
b) kecukupan pengungkapan (adequatedisclosures).
c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
d) efektivitas sistem pengendalian intern.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa,yakni 
a) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion).

b) opini wajar dengan pengecualian(qualified opinion).

c) opini tidak wajar (adversed opinion), dan

d) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).
Pada Tahun 2007, terdapat 480 pemerintah daerah yang wajib menyampaikan LKPD TA 2006 kepada BPK. Dari 480 pemerintah daerah tersebut, BPK telah mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 362 LKPD TA 2006 pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I TA 2007. Sisanya akan diungkapkan dalam IHPS Semester II TA 2007 sebagai implikasi keterlambatan pemerintah daerah menyampaikan LKPD TA 2006 kepada BPK atau bahkan masih terdapat LKPD TA 2006 yang belum diterima BPK sampai hari ini. 

Atas pemeriksaan LKPD TA 2006 tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas tiga LKPD, Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas 282 LKPD, Disclaimer atas 58 LKPD, dan Tidak Wajar (TW) atas 19 LKPD (terlampir). Dalam hasil pemeriksaan LKPD itu juga, BPK mengungkapkan 4.912 temuan pemeriksaan yang dapat dirinci: (1) temuan-temuan yang berindikasi kerugian negara sebanyak 831 temuan senilai Rp5,65 triliun; (2) adanya kekurangan penerimaan sebanyak 523 temuan senilai Rp2,39 triliun; (3) temuan-temuan administrative sebanyak 660 temuan senilai Rp17,91 triliun; (4) temuan-temuan tentang ketaatan dan ketertiban sebanyak 2.014 temuan senilai Rp25,95 triliun; dan (5) temuan-temuan dalam kelompok kehematan dan efisiensi sebanyak 884 temuan senilai Rp16,16 triliun. Masyarakat awam mungkin tidak familiar akan istilah yang digunakan dalam pemberian opini. Namun istilah ini adalah istilah yang lazim digunakan di kalangan profesi pemeriksa yang selanjutnya diadopsi oleh ketentuan perundang-undangan. Untuk itulah, keseragaman pemahaman tersebut dikodifikasi dalam sebuah standar pemeriksaan. SPKN sebagai standar pemeriksaan di lingkungan entitas pemerintahan memuat hal-hal yang harus dipahami semua pihak. Oleh karenanya menjadi tugas kita bersama untuk dapat mensosialisasikan istilah yang digunakan dalam opini ini kepada

masyarakat. Disamping itu, masyarakat pun (setidak-tidaknya lembaga perwakilan) harus mempelajari SPKN agar dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Tanpa ini, hasil pemeriksaan akan selalu menjadi formalitas semata tanpa nilai manfaat yang berarti. Namun harus disadari bahwa opini bukanlah satu-satunya output dalam pemeriksaan atas LKPD. Output tersebut merupakan output utama disamping output yang diperoleh sebagai ekses dari aktivitas pemeriksaan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Sehingga dalam pemeriksaan atas LKPD dimungkinkan BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan tentang sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan sdalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan. Tiga produk inilah yang akan disampaikan kepada lembaga perwakilan sesuai kewenangannya dan kepala daerah untuk ditindaklanjuti. Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan maupun pengendalian intern pada pemeriksaan keuangan secara prinsip pengungkapannya adalah tidak berbeda dengan pengungkapan temuan pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan tersebut pada dasarnya dapat dibedakan menjadi temuan yang berindikasi kerugian negara, temuan yang mengungkapkan kekurangan penerimaan, temuan yang bersifat administratif, temuan yang mengungkapkan ketaatan dan ketertiban, serta temuan- temuan dalam kelompok kehematan dan efisiensi. Satu hal yang perlu ditekankan bahwa tidak semua temuan yang mengungkapkan kerugian negara adalah temuan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK).
4. Tindak lanjut pemeriksaan LKPD
Pemeriksaan yang dilakukan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi tersebut dapat menciptakan pengeloaan keuangan yang transparan dan akuntable di pemerintahan. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dengan tindak lanjut tersebut diharapkan pengelolaan pemerintahan yang baik (Good Governance) tidak hanya menjadi tataran teori saja.

Setelah rekomendasi BPK disampaikan kepada entitas terperiksa, maka tugas BPK hanyalah melakukan pemantauan. Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan di ayat (6) dinyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara filosofis pemantauan bermakna sebagai tindakan pasif. Dengan demikian efektivitas hasil pemeriksaan sangat tergantung pada lembaga perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan. Secara tegas pasal 21 ayat (1) UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I TA 2007, BPK mengungkapkan bahwa terdapat 26.849 temuan senilai lebih dari Rp333,16 triliun yang harus ditindaklanjuti sampai dengan semester I 2007. Namun per 30 Juni 2007, pemerintah daerah hanya menindaklanjuti sebanyak 8.678 temuan senilai Rp48,065 triliun. Dengan demikian masih terdapat 18.171 temuan senilai lebih dari Rp285,092 triliun yang belum ditindaklanjuti sampai akhir semester I 2007 (secara lebih rinci terlampir). Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat pelaksanaan tindak lanjut masih sangat rendah. Bukan hanya nilai rupiah yang diutamakan dalam proses tindak lanjut tetapi yang lebih penting adalah komitmen untuk melaksanakan tindak lanjut ini. Di sinilah peran lembaga perwakilan untuk mendorong pemerintah melakukan tindak lanjut. Peran lembaga perwakilan tersebut adalah berupa pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga perwakilan yang sampai saat ini belum berjalan optimal.
Penerbitan dan Publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Dalam melaksnaakan tugas pemeriksaannya, BPK terikat dengan suatu kode etik. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 tentang kode etik telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari amanat pasal 29 UU 15 Tahun 2006. Kode etik tersebut berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dan pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Untuk menegakkan kode etik tersebut, BPK telah membentuk suatu Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK. 

Berdasarkan kode etik itulah BPK tidak dapat memberikan informasi yang diperolehnya selama pemeriksaan tanpa melalui prosedur yang berlaku. Publikasi hasil pemeriksaan dilakukan BPK penyampaian Laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan. Mekanisme penyampaian laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada lembaga perwakilan dilakukan berdasarkan MoU antara BPK dengan lembaga perwakilan. Selain itu, untuk temuan yang mengandung unsur tindak pidana akan disampaikan juga kepada pihak berwenang. Mekanismenya pun ditentukan berdasarkan MoU yang disepakati. Publikasi hasil pemeriksaan BPK tersebut dilakukan melalui website BPK dengan alamat www.bpk.go.id. Dengan demikian, perlu disadari bahwa pemeriksa BPK tidak dapat berbicara langsung memberikan keterangan kepada pers tanpa penugasan dari BPK sesuai prosedur yang berlaku.
III. KESIMPULAN

1. Dengan menyadari kondisi transisi pelaksanaan reformasi keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka penjelasan secara proporsional atas suatu masalah dapat lebih dikedepankan. 
2. Dengan penjelasan yang proporsional diharapkan masyarakat dapat lebih independent dalam memahami kondisi yang ada. Hal inilah yang menjadikan peran media sangat signifikan untuk mempercepat reformasi pengelolaan keuangan. Lewat media, informasi dapat lebih cepat terserap masyarakat.
3. Dengan demikian pengawasan publik akan tercipta secara otomatis. Pengawasan otomatis yang spontan tersebut akan makin memicu kinerja pemerintah dan mendorong kinerja pengawasan lembaga perwakilan. Dengan demikian, apa kata masyarakat sangat ditentukan oleh apa yang disampaikan media.
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